PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
lingkungan Pemerintah Daerah, sudah tidak
sesuai dengan kondisi dan perkembangan
hukum saat ini sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan  Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33
Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5071);



. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601); _

. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 182);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



Menetapkan

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2020

tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita
Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6);

11.Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita  Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan ayat (5) Pasal 25 Peraturan Bupati Nomor
33 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 33) diubah,
sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 25
Setiap Naskah Dinas sebelum ditandatangani,
terlebih dahulu dilakukan pemarafan.
Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal
dan/atau vertikal.
Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) merupakan tandatangan singkat sebagai
bentuk  pertanggungjawaban atas materi
muatan, substansi, redaksi, dan pengetikan
Naskah Dinas.
Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi:
a. paraf hirarki; dan/atau
b. paraf koordinasi.
Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditempatkan pada sebelah kiri nama pejabat
untuk paraf pertama, paraf kedua di sebelah kiri
nama jabatan dan paraf terakhir di sebelah
kanan nama jabatan.

’



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 4 Agustus 2022

BUPATI TABANAN,

ANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 4 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

e

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 53



